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BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 42 TAHUN  2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  

NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN 

INSPEKTORAT   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TRENGGALEK,  

Menimbang :  a. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah dan mendukung sistem informasi 

Pemerintahan Daerah sesuai amanah Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah perlu melakukan penyesuaian 

susunan organisasi perangkat daerah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek 

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Inspektorat; 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 

Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 118); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 36 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT.  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat 

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek  Tahun 2016 Nomor 34)  

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati 

Trenggalek: 

a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2013 Nomor 19); 

b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2019 Nomor 44); 

c. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
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Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2020 Nomor 28). 

Diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 17 

Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

huruf a, terdiri atas: 

a. sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan 

kepegawaian; 

b. sub bagian keuangan; dan 

c. sub bagian rumah tangga dan perlengkapan. 

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 19 

Bagian protokol dan komunikasi pimpinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat huruf c, terdiri atas: 

a. sub bagian protokol; 

b. sub bagian komunikasi pimpinan; dan 

c. sub bagian dokumentasi pimpinan. 

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 22 

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1), terdiri atas: 

a. bagian umum dan protokol; 

b. bagian program dan keuangan;  

c. bagian persidangan, perundang-undangan dan penguatan 

kapasitas; dan 

d. kelompok jabatan fungsional. 

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi 

sebagai berikut: 
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Pasal 23 

Bagian umum dan protokol sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 huruf a, terdiri atas: 

a. sub bagian tata usaha dan kepegawaian; 

b. sub bagian  rumah tangga dan perlengkapan; dan 

c. sub bagian protokol dan kearsipan. 

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 24 

Bagian penyusunan program dan keuangan, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas: 

a. sub bagian penyusunan program dan penganggaran; 

b. sub bagian layanan administrasi keuangan dan 

pelaporan; dan 

c. sub bagian verifikasi dan penatausahaan keuangan. 

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 25 

Bagian persidangan, perundang-undangan dan penguatan 

kapasitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, 

terdiri atas: 

a. sub bagian persidangan dan fasilitasi pembentukan 

produk hukum daerah; 

b. sub bagian fasilitasi fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan; dan 

c. sub bagian dokumentasi dan penguatan kapasitas. 

7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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BUPATI 
 

WAKIL BUPATI 

SEKRETARIS 
DAERAH 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

BAGIAN 
PEMERINTAHAN 

 

BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

BAGIAN 
HUKUM 

 

SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DAN 
KERJASAMA 

SUB BAGIAN 
OTONOMI DAERAH 

SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI 
KEWILAYAHAN 

SUB BAGIAN BINA 
MENTAL SPIRITUAL 

 

SUB BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

SUB BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT 

SUB BAGIAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN 

 

SUB BAGIAN 
BANTUAN 

HUKUM 
 

SUB BAGIAN 
DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI 

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN 
PEMBANGUNAN 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN DAN 
SUMBER DAYA ALAM 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN 

BAGIAN 
PENGADAAN BARANG 

DAN JASA 

SUB BAGIAN 
PEMBINAAN BUMD 

DAN BLUD 

SUB BAGIAN 
PEREKONOMIAN 

SUB BAGIAN SUMBER 
DAYA ALAM 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SUB BAGIAN 
PENGENDALIAN 

PROGRAM 

SUB BAGIAN 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
PENGELOLAAN 

PENGADAAN BARANG 
DAN JASA 

 

SUB BAGIAN 
PENGELOLAAN 

LAYANAN 
PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK 
 

SUB BAGIAN 
PEMBINAAN DAN 

ADVOKASI 
PENGADAAN BARANG 

DAN JASA 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 
 

BAGIAN 
UMUM 

 

BAGIAN ORGANISASI 
 
 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN 

KOMUNIKASI 
PIMPINAN 

SUB BAGIAN TATA 
USAHA PIMPINAN, 

STAF AHLI DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN RUMAH 
TANGGA DAN 

PERLENGKAPAN 

SUB BAGIAN 
KELEMBAGAAN DAN 
ANALISIS JABATAN 

SUB BAGIAN 
PELAYANAN PUBLIK 
DAN TATA LAKSANA 

SUB BAGIAN 
KINERJA DAN 
REFORMASI 
BIROKRASI 

SUB BAGIAN 
PROTOKOL 

 

SUB BAGIAN 
KOMUNIKASI 

PIMPINAN 
 

SUB BAGIAN 
DOKUMENTASI 

PIMPINAN 

 
 

STAF AHLI BUPATI 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 
NOMOR 42 TAHUN 2021 
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH DAN INSPEKTORAT 

               SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 
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SEKRETARIS DPRD 
 

BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN 
KEUANGAN 

 
 
 

BAGIAN 
PERSIDANGAN, 
PERUNDANG-

UNDANGAN DAN 
PENGUATAN 
KAPASITAS 

BAGIAN UMUM DAN 
PROTOKOL 

 
 
 
 

SUB BAGIAN TATA 
USAHA DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
RUMAH TANGGA 

DAN 
PERLENGKAPAN 

SUB BAGIAN 
PROTOKOL DAN 

KEARSIPAN 
 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN 
PENGANGGARAN 

SUB BAGIAN 
LAYANAN 

ADMINISTRASI 
KEUANGAN DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
VERIFIKASI DAN 

PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN 

 

SUB BAGIAN 
PERSIDANGAN DAN 

FASILITASI 
PEMBENTUKAN 

PRODUK HUKUM 
DAERAH 

SUB BAGIAN 
FASILITASI FUNGSI 

ANGGARAN DAN 
FUNGSI 

PENGAWASAN 

SUB BAGIAN 
DOKUMENTASI DAN 

PENGUATAN 
KAPASITAS 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 
NOMOR 42 TAHUN 2021 
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
DAN INSPEKTORAT 
 

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

   Ditetapkan   di Trenggalek 

   pada tanggal 26 Oktober 2021                   

     BUPATI TRENGGALEK, 

                                                                                TTD 

                                                                 MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 26 oktober 2021                            

   Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

                  TTD 

         ANIK SUWARNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


